POS INDONESIA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS BONTANG 75300

TENTANG

JASA LAYANAN PT. POS INDONESIA

Nomor : 139.02/61/PEM.A

Nomor : 0356/BOT/SPEL/PEN]-P2/3/1020

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-10-
2020), kami yang bertandatangan di bawabh ini :

I.  RIZA INDRA RIADI

II. DONI MEILANA

Penjabat Sementara Wali Kota Bontang, berkedudukan
di Jalan Moch. Roem Nomor 1 Kelurahan Bontang
Lestari, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Bontang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Kepala Kantor Pos Bontang, berkedudukan di Jalan MT
Haryono No 3 Bontang 75311, berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor :
SK.144/REG-9/UMUM/SDM/4/0919 tanggal 25
September 2019 tentang Pembebasan dan
Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan
Regional 9 Kalimantan 70704, bertindak untuk dan atas
nama PT. POS Indonesia (Persero), berdasarkan
Anggaran Dasar PT POS Indonesia (Persero) yang
tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor : 117
tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 8
Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti
Artisari, S.H. M.Kn Notaris di Jakarta. Selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dafam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut

PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom di Kota Bontang; dan

2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negera yang bertujuan turut serta
melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi
dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan
jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia
dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama
tentang Jasa Layanan PT. Pos Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama
pengiriman paket maupun dokumen milik Pemerintah Kota Bontang.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mendukung kelancaran dan ketepatan
pengiriman paket maupun dokumen milik Pemerintah Kota Bontang.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Jasa Layanan PT. Pos
Indonesia dalam pengiriman paket maupun dokumen milik PIHAK KESATU.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih
lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan
surat kuasa khusus dari masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan
kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas dan tanggung jawab
masing-masing pihak.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan potensi dan kemampuan PARA
PIHAK.



PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak di tandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan
ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak
lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam
penafsiran/pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam
addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar
persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap
2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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DONI MEILANA




